
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Jalan Sultan Hasanuddin No.30, Kelurahan Ibuh, Kota Payakumbuh 

https://www.limapuluhkotakab.go.id |kominfo@limapuluhkotakab.go.id 
 

 
PENETAPAN  

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

       NOMOR: 480/1064/Diskominfo-LK/VIII/2024 

 
TENTANG 

 
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  

TAHUN 2024 

 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan 

Informasi Yang Dikecualikan; 

  b. bahwa Informasi Publik Yang Dikecualikan bersifat tetap 

dan terbatas; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b maka perlu menetapkan penetapan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama 

tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. 

    

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang 







Lampiran I  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

Nomor : 480/1064/Diskominfo-LK/VII/2024 
 

Tanggal     :     Agustus 2024 

 

 

NO 

 

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu 

Dibuka Ditutup 

1. Dokumen/ berkas 

terkait 

database 

kepagawaian 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

KIP, Pasal 17 huruf h 

Mengungkap data pribadi PNS 

yang bersifat rahasia. 

Database kepegawaian berisi 

seluruh daftar riwayat PNS 

baik pendidikan maupun 

keluarga sehingga jika dibuka 

dapat disalahgunakan oleh 

pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

 

Melindungi data 

pribadi ASN yang 

bersifat rahasia. 

Tidak 

terbatas/kecuali 

karena ketentuan 

undang – undang.  

2. Proses Hukuman 

Disiplin PNS 

UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang KIP Pasal 17 huruf h 

Mengganggu proses 

penetapan keputusan 

hukuman disiplin oleh Tim 

Kode Etik Penegakan Disiplin 

PNS seperti objektivitas dalam 

memberikan hukuman 

disiplin sesuai dengan 

undang-undang.  

Melindungi Hak PNS 

yang terduga 

melakukan 

pelanggaran disiplin 

terkait hak atas asas 

praduga tidak 

bersalah. 

Tidak 

terbatas/kecuali 

karena ketentuan 

undang – undang 

telah diterbitkan 

keputusan atas 

hukuman disiplin 

untuk PNS. 

 













Lampiran II 
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
Nomor : 480/1064/Diskominfo-LK/VIII/2024 

 

Tanggal     :     Agustus 2024 

 
 

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  

NOMOR : 480/1048 /Diskominfo-LK/VIII/2024 

 

Pada hari ini Kamis tanggal 8 bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel Shago Bungsu 1 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi 

terhadap Informasi Publik sebagaimana, disebutkan pada tabel di bawah ini :  

 

 

NO 

 

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu 

Dibuka Ditutup 

1. Dokumen/ berkas 

terkait 

database 

kepagawaian 

UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

KIP, Pasal 17 huruf h 

Mengungkap data pribadi PNS 

yang bersifat rahasia. 

Database kepegawaian berisi 

seluruh daftar riwayat PNS 

baik pendidikan maupun 

keluarga sehingga jika dibuka 

dapat disalahgunakan oleh 

pihak-pihak yang tidak 

berkepentingan. 

Melindungi data 

pribadi ASN yang 

bersifat rahasia. 

Tidak 

terbatas/kecuali 

karena ketentuan 

undang – undang.  

 














